ABSTRAK

Coretax adalah sistem administrasi perpajakan berbasis teknologi
informasi yang dikembangkan Direktorat Jenderal Pajak sebagai bagian dari
reformasi perpajakan nasional. Sistem ini menggantikan sistem lama yang terpisah
untuk menciptakan proses bisnis yang efisien, transparan, dan terintegrasi. Melalui
integrasi dan otomatisasi data, Coretax diharapkan meningkatkan layanan kepada
wajib pajak, memperkuat pengawasan, serta mendorong kepatuhan, terutama bagi
wajib pajak badan.

Permasalahan yang akan diangkat dalam tugas akhir skripsi hukum ini
untuk mengetahui implementasi Coretax dalam meningkatkan kepatuhan dan
penerimaan Pajak Penghasilan Badan di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak
Jawa Tengah I serta mengetahui hambatan dan solusi hukum dalam penerapan
Coretax di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi
kasus yang difokuskan pada implementasi Coretax di lingkungan Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah 1. Teknik pengumpulan data dilakukan
melalui wawancara mendalam (in-depth interview) dengan bidang penyuluh pajak
DJP yang terlibat langsung dalam operasionalisasi sistem, serta dengan beberapa
perwakilan wajib pajak badan yang telah menggunakan Corefax dalam aktivitas
perpajakannya. Selain itu, data kepustakaan juga digunakan untuk memperoleh
pemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika implementasi sistem ini di
lapangan.

Penelitian menunjukkan bahwa implementasi Coretax berdampak positif
pada kepatuhan wajib pajak badan, terlihat dari meningkatnya ketepatan pelaporan
dan pembayaran PPh Badan serta kesadaran fiskal. Coretax mempermudah akses
informasi perpajakan secara real-time, namun masih menghadapi kendala seperti
gangguan teknis, kurangnya pelatihan, dan resistensi pengguna. Karena itu,
kebijakan lanjutan perlu menekankan penyempurnaan sistem sekaligus
pendampingan, pelatihan, dan edukasi berkelanjutan bagi seluruh pemangku
kepentingan.
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